9. Urusan Pangan Kabupaten/Kota IKK Outcome No. 2.h.1 Persentase Cadangan Pangan Penjelasan IKK Outcome
Konsep/Definisi
:
Mengukur	persentase	cadangan	pangan Kabupaten/kota
Rumus
:
Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota
x100%
Jumlah target cadangan pangan
pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan

:
Tahapan penghitungan jumlah cadangan Beras pemerintah daerah sebagai berikut:
1. Tahap 1
Menghitung Data Dasar untuk Penghitungan Cadangan Beras Daerah (DDCBD)
Data	Dasar	Cadangan		Beras	Daerah (DDCBD) adalah total jumlah CBPD, CBPK, CBPP, dan cadangan Beras masyarakat di 1 (satu)		wilayah	kabupaten/kota. Penghitungan DDCBD berdasarkan rumus: DDCBD = ∑ [(%WTB+%PKP) x IRBI x Pop x K]
dimana :
WTB    :	Wilayah terdampak bencana 
PKP	:	Prevalensi kerawanan pangan 
IRBI	:	Indeks kerawanan bencana 
Pop	:	Jumlah penduduk
K	:	Konsumsi	per	kapita	per tahun
2. Tahap 2
Menghitung Cadangan Beras Daerah (CBD) di satu wilayah kabupaten/kota. CBD adalah jumlah CBPP, CBPK dan CBPD di satu wilayah kabupaten/kota. Penghitungan CBD berdasarkan rumus:
CBD = 0,5 % X DDCBD
dimana :
DDCBD	:		Data	Dasar	Cadangan	Beras Daerah
3. Tahap 3

























	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	
	
	Menghitung CBPP dan CBPK
CBPP = 20 % X CBD
dimana
CBD : Cadangan Beras Daerah
CBPK = [(A + P)/2]X 75% CBD
dimana :
(A) Proporsi APBD








(P) Proporsi Produksi

	Satuan Hasil
	:
	Presentase (%)

	Definisi Operasional
	:
	· Jumlah  cadangan  pangan  pemerintah
kabupaten/kota	adalah	jumlah cadangan/persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah yang selanjutnya disebut CBPK.
· Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan adalah jumlah  target  cadangan/persediaan beras pada pemerintah daerah kabupaten/kota.
· Cadangan Beras Pemerintah Provinsi yang
selanjutnya disingkat CBPP adalah persediaan Beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah provinsi.
· Jumlah cadangan Beras pemerintah daerah ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
· Jumlah cadangan Beras pemerintah daerah dihitung dengan mempertimbangkan:
a. produksi Beras di daerah;
b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat di daerah;	dan
c. kerawanan pangan di daerah.









Proporsi
APBD
:
Realisasi	APBD
kabupaten/kota


Jumlah total realisasi APBD
kabupaten/kota	di	satu kabupaten/kota

Proporsi
Produksi
:
Produksi	Beras	di
kabupaten/kota


Jumlah total produksi beras
kabupaten/kota	di	satu kabupaten/kota










	
	
	· Penghitungan jumlah cadangan Beras pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
· kebutuhan konsumsi masyarakat di daerah; dan
· potensi sumber daya di daerah.

	Data Pendukung
	:
	· Pembilang
Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian perhitungan sesuai rumus penghitungan jumlah cadangan Beras pemerintah daerah.
Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan
· Penyebut
Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan

	Regulasi
	:
	· Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15
Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.



Format Data Pendukung Penyebut
IKK 2.h.1

KOP SURAT
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN/KOTA …..

PERHITUNGAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA …..
TAHUN …..

	No.
	Kecamatan
	Jumlah Desa
	Wil. Tidak terdampak
	WTB
	PKP
	IRBI
	Pop
	K
	CBD
(Ton)
	CBPP
(Ton)
	CBPK
(ton)
	CBPD
(ton)
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*catatan : melampirkan dokumen perencanaan memuat target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota
Keterangan :
	WTB
	:
	Wilayah terdampak bencana

	PKP
	:
	Prevalensi kerawanan pangan

	IRBI
	:
	Indeks kerawanan bencana

	POP
	:
	Jumlah penduduk

	K
	:
	Konsumsi per kapita per tahun

	CBD
	:
	Cadangan Beras Daerah

	CBPP
	:
	Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/kota

	CBPK
	:
	Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota

	DDCBD
	:
	Data Dasar Cadangan Beras Daerah



……………, tanggal …..
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/kota …..



(	)
Pangkat/Gol Ruang …..
NIP. …..

